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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum, 
mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak, dan problematika apa yang 
timbul dari perjanjian hutang-piutang non kontraktual dengan jaminan gadai di 
Desa Mantung, Sukoharjo, Jawa Tengah. Metode penelitian yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terditi dari data primer yaitu hasil 
dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi dan wawancara kemudian dianalisis 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian hutang piutang yang 
dilakukan di Desa Mantung, Sukoharjo, Jawa Tengah merupakan perjanjian yang 
dilakukan secara lisan (non kontraktual), diperbolehkan menurut peraturan 
perundang-undangan Pasal 1338 Jo 1320 dan Pasal 1150 KUHPerdata. Perjanjian 
secara lisan diperbolehkan asal dilakukan dengan iktikad baik. Perlindungan 
hukum bagi para pihak dilakukan dengan perlindungan hukum yang prefentif dan 
perlindungan represif. Dan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka 
penyelesaiannya dilakukan secara negoisasi ataupun secara kekeluargaan. 
Problematika yang timbul adalah kreditur menyewakan jaminan kepada orang 
lain. 
 
Kata kunci: Perlindungan hukum, Hutang piutang, Jaminan Gadai. 
 
This study aims to determine how the construction of law, to know the legal 
protection for the parties, and to know the problems arising from indeptedness of 
agreement with a non-contractual agreement collateral in Mantung, Sukoharjo, 
Central Java. Method of this research is Juridical empirical with descriptive 
research. The data source are  primary and secondary data, primary  is the result of 
interviews and secondary data is primary and secondary data law. the techniques 
of collecting data are observation and interviews also analyzed qualitatively. The 
result of this research shows the indeptedless of agreement made in Mantung, 
Sukoharjo, Central Java that is an agreement to be made orally (non-contractual), 
allowed by the legislation Jo regrading 1338 and 1320 and 1150 KUHPerdata. 
Verbal agreement is allowed if can be done  with good attitudes. Legal protection 
for the parties to do with legal protection preventive and repressive protection. 
The problems that arise are creditors rent guarantees to others. 




Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda 
antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 
melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.
1
 Dalam 
hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak 
merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat 
menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur 
tangan pihak lain.
2
 Perjanjian hutang-piutang dapat dilakukan secara tertulis 
(kontrak) maupun Non Contractual (lisan). Perjanjian tertulis adalah perjanjian 
yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan atau kontrak.
3
 Perjanjian Non 
Contractual (lisan) merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam 
wujud lisan (cukup kesepakatan lisan para pihak).
4
  
Untuk lebih meyakinkan kreditur dan untuk mengatasi kemungkinan hal-
hal yang tidak diinginkan, ada kalanya kreditur menghendaki adanya jaminan 
khusus yang lain.
5
 Maka munculah salah satu sarana yang dinamakan Gadai. 
Pada umumnya Gadai dibuat dalam bentuk tertulis. Tetapi di Desa 
Mantung, Sukoharjo, dimana masyarakatnya masih menggunakan perjanjian 
hutang piutang secara lisan tanpa menggunakan kontrak dalam hal perjanjian 
hutang piutang. Masyarakat beranggapan bahwa perjanjian hutang piutang yang 
dilakukan secara lisan tersebut sangat mudah untuk dilakukan karena tidak 
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menggunakan syarat-syarat tertentu. Sistem perjanjian hutang-piutang di sini 
seringkali pihak debitur menggadaikan sepeda motornya sebagai jaminan kepada 
kreditur untuk mendapatkan dana pinjaman (uang). 
Menurut Teori yang dikemukakan oleh Stewart Macaulay kontrak atau 
hukum kontrak sering dianggap tidak perlu, karena dengan kedua belah pihak 
saling percaya saja sudah dapat dilakukan suatu perjanjian.
6
  
Masalah yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana konstruksi hukum 
perjanjian hutang-piutang non kontraktual dengan jaminan gadai di Sukoharjo? 
(2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian hutang-
piutang non kontraktual? (3) Problematika apa yang timbul dari perjanjian hutang-
piutang non kontraktual dengan jaminan gadai?  
  Tujuan Penelitian ini, (a) untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian 
hutang-piutang non kontraktual dengan jaminan gadai di Sukoharjo. (b) Untuk 
mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian hutang-piutang 
non kontraktual. (c) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dari perjanjian 
hutang-piutang non kontraktual dengan jaminan gadai. Manfaat Penelitian, (a) 
manfaat Teoritis, Diharapkan memberikan manfaat pada pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum pada umumnya serta hukum gadai pada khususnya. 
(b) Manfaat Praktis, Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan 
mengenai jaminan gadai yang dilakukan antara kreditur dan debitur. 
Konstruksi hukum atau model perjanjian di sini dilakukan dengan cara 
debitur memberikan/menyerahkan objek jaminan (sepeda motor) kepada kreditur 
sebagai jaminan atas hutang uang yang akan dipinjam oleh debitur. Kemudian 
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kreditur menyerahkan sejumlah uang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak 
kepada debitur. Tetapi kepercayaan yang telah diberikan oleh debitur kepada 
kreditur justru disalahgunakan oleh kreditur, dimana objek jaminan diberikan atau 
disewakan oleh kreditur kepada pihak ke tiga.
7
 
Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima 
gadai, maka sejak itulah timbul perlindungan hukum bagi para pihak dalam 
perjanjian. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak den 
kewajiban kedua belah pihak.  
Bagi pihak debitur sebagai perlindungan hukumnya dapat menuntut ganti 
rugi kepada kreditur apabila terjadi kerugian atas objek jaminan yang diberikan 
kepada kreditur. Begitu pula dengan kreditur, kreditur dapat menjual objek 
jaminan yang diserahkan oleh debitur apabila si debitur mengingkari janji yang 




Problematika yang timbul dalam perjanjian hutang-piutang non 
kontraktual adalah objek jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur 
dipinjamkan oleh kreditur kepada pihak ke tiga sebagai sarana untuk mendapatkan 
tambahan dana atau pemasukan keuangan dalam menjalankan bisnisnya tersebut.
9
 
 Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer yaitu 
wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. 
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Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Tekhnik analisis 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi Hukum Perjanjian Hutang Piutang Non Kontraktual dengan 
Jaminan Gadai 
 
Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Ageng Eka selaku kreditur, 
pada tanggal 5 April 2016 pukul 20.10 WIB di Desa Mantung Sukoharjo. 
Kronologi/proses dan ketentuan dalam perjanjian hutang piutang di Desa 
Mantung Sukoharjo dengan jaminan gadai adalah sebagai berikut:
10
 
Adit selaku debitur menghubungi Ageng selaku kreditur untuk 
memberikannya sejumlah pinjaman uang dengan menjaminkan sepeda motornya 
untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Setelah Ageng bersedia memberikan 
pinjaman uang kepada Adit, kemudian Ageng meminta Adit untuk mengantarkan 
benda jaminan tersebut (sepeda motor) ke rumahnya. Setelah sepeda motor yang 
diberikan oleh Adit tersebut dilihat-lihat keadaan atau kondisinya, ternyata Ageng 
hanya berani memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- itupun sudah dinaikan 
harganya dikarenan kedekatan mereka yang sudah sangat lama. 
Setelah setuju dengan harga tersebut, Ageng pun menjelaskan kepada Adit 
bahwa dalam perjanjian gadai potongan akan dilakukan pada awal sebesar 10% 
dari peminjaman uang sebesar Rp.2000.000,- yaitu Rp. 200.000,- dengan bunga 
gadai per bulan dikenakan sebesar 5% yaitu Rp. 100.000,-  dari pinjaman yang dia 
dapatkan apabila ia menggadaikannya untuk beberapa bulan. Tetapi apabila 
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menggadaikannya kurang dari satu bulan, entah satu minggu, dua minggu, dan 
selanjutnya, maka Adit hanya berkewajiban untuk membayar kewajiban pinjaman 
gadainya saja tanpa bunga dikemudian hari.  
Di sini Adit memilih untuk menggadaikan sepeda motornya selama 2 
bulan. Selama perjanjian gadai antara Ageng dan Adit berlangsung selama 2 
bulan, Adit pun membayar uang angsuran dengan tepat waktu dan hingga lunas 
tanpa ada masalah/kendala di antara kedua belah pihak. Kemudian Ageng 
mengembalikan sepeda motor milik Adit yang sebelumnya diberikan kepada 
Ageng sebagai jaminan pinjaman uang olehnya. 
Berdasarkan wawancara pribadi dengan Danang selaku debitur, pada 
tanggal 17 April 2016 pukul 16.00 WIB di Desa Waringinrejo Sukoharjo. Dalam 
hasil wawancara tersebut, Danang menggadaikan sepeda motor nya kepada Ageng 
selaku kreditur karena keadaan ekonomi yang mendesak. Kemudian setelah 
keduanya sepakat dengan harga gadai yang diberikan,  Danang pun mengatakan 
bahwa dia akan menggadaikan sepeda motornya tersebut selama kurang lebih 3 
bulan. 
Setelah sepakat akan jangka waktu pelunasannya Ageng pun menjelaskan 
Kepada Danang tentang tata cara atau aturan yang harus dia lakukan dalam 
perjanjian gadai di sini. Bahwa Danang harus bersedia menerima pemotongan 
awal sebesar 10% dari uang gadai yang diterimanya yaitu sebesar Rp.400.000,- 
dari uang sejumlah Rp.4000.000,- dan juga harus rutin membayar uang bunganya 




Setelah berjalan sampai bulan ke 3 Danang pun belum juga dapat melunasi 
semua pinjaman uang yang dipinjamnya dari Ageng. Karena uang yang dipinjam 
oleh Danang belum terlalu dibutuhkan oleh Ageng, Ageng pun memberikan 
tambahan waktu kepada Danang sampai dia bisa melunasinya asalkan bunga 
gadai sebesar 5% Rp. 200.000,- yang setiap bulannya harus dibayarkan oleh 
danang kepada Ageng harus dibayar.  
Setelah memasuki bulan ke 5 dari awal perjanjian ternyata Danang belum 
juga dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Ageng, Ageng pun saat itu benar-
benar sedang butuh uang dan meminta Danang untuk melunasi hutangnya, apabila 
masih tidak bisa melunasi seluruh hutangnya maka sepeda motor yang dijaminkan 
oleh Danang kepada Ageng akan dijual oleh Ageng untuk menutup seluruh 
hutang yang ditanggung oleh Danang. Setelah melewati perundingan antara 
Ageng dan Danang, Danang pun mengaku sudah tidak bisa lagi membayar 
seluruh hutangnya dan merelakan sepeda motor nya tersebut dilelang/dijual untuk 
melunasi seluruh hutangnya kepada Ageng.  
Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor milik 
Danang sebesar Rp.8000.000,- kemudian Ageng mengambil uang sejumlah 
Rp.2.935.000,- dari hasil penjualan sepeda motor milik Danang. Uang sebesar 
Rp.2.935.000,- merupakan jumlah semua kekurangan hutang dari peminjaman 
uang dan bunga selama 3 bulan yang belum dibayar yang telah disetujui pada 
awal perjanjian. Kemudian sisa uang sejumlah Rp.5.065.000,- yang sebelumnya 
telah diambil oleh Ageng dari seluruh hasil penjualan sepeda motor tersebut 
dikembalikan/diserahkan kepada Danang selaku pemilik sepeda motor tersebut. 
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Berdasarkan wawancara pribadi dengan Ageng selaku kreditur, pada 
tanggal 19 April 2016 pukul 19.00 WIB di Desa Mantung Sukoharjo. Dalam hasil 
wawancara tersebut, Ageng mengatakan bahwa banyak hal yang terjadi dalam 
perjanjian gadai. seperti halnya saat dia memberikan gadai kepada Andi. Saat itu 
Andi menggadaikan sepeda motornya kepada Ageng dan semua persyaratan telah 
disetujui oleh Andi, tetapi Andi mengatakan bahwa dia akan menggadaikan 
sepeda motornya dalam jangka waktu 1 bulan, tetapi apabila sewaktu-waktu Andi 
mempunyai uang untuk mengambil sepeda motornya dia akan langsung melunasi 
semua pinjamannya dari gadai tersebut dan mengambil kembali sepeda motornya. 
Ageng tidak meminta tanda pengenal Andi karena dia telah mengenal baik 
temannya tersebut. 
Setelah kira-kira tiga minggu dihitung dari awal persetujuan mereka 
melakukan perjanjian gadai, saat itu Ageng dihubungi oleh temannya yang 
bernama Nugraha bahwa Nugraha ingin menyewa sepeda motor yang ada 
dirumah Ageng. Kemudian Ageng memberitahukan kepada Andi bahwa dia bisa 
menyewakan tetapi hanya 3 hari saja tidak bisa lebih, karena dia khawatir apabila 
dipinjamkan satu minggu kemudian Andi datang melunasinya.  
Setelah sepeda motor milik Andi disewakan Ageng kepada Nugraha 
selama 3 hari, tiba-tiba saja dua hari kemudian Andi menghubungi Ageng bahwa 
dia akan melunasi semua peminjamannya dan mengambil kembali sepeda motor 
miliknya. Andi pun kemudian langsung datang ke rumah Ageng dan menemui 
Ageng untuk melunasi semua hutangnya. Ageng pun tidak bisa beralasan apa-apa 
kepada Andi disaat Andi menanyakan dimana sepeda motor miliknya, karena 
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bingung dan Ageng pun mengatakan yang sebenarnya kepada Andi bahwa sepeda 
motor miliknya telah dia sewakan kepada temannya selama 3 hari. 
Ageng segera mencari Nugraha untuk mendapatkan kembali sepeda motor 
yang dia sewakan tersebut. Setelah selesai berurusan dengan Nugraha, Ageng pun 
segera bergegas membawa pulang sepeda motor milik Andi yang disewakan 
kepada Nugraha sebelumnya. Beruntungnya Andi pun tidak meminta ganti 
kerugian kepada Ageng, dikarenakan setelah sepeda motor yang disewakan 
tersebut di check/dilihat kondisinya masih utuh seperti semula tanpa ada 
kerusakan sedikitpun hanya saja Andi memberi saran kepada Ageng lain kali 
jangan melakukan hal ini kembali, soalnya dapat merugikan bagi pihak debitur 
apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. 
 
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang-Piutang 
Non Kontraktual 
 
Dalam perjanjian hutang piutang lisan (non kontraktual) yang terdapat di 
Desa Mantung, Sukoharjo ini untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum 
memang tergolong sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan tetapi dapat 
dilakukan perlindungan hukum. Menurut pendapat M. Hadjon bahwa 
Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 
preventif dan represif. Perlindungan hukum yang prefentif bertujuan untuk 
mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan represif bertujuan untuk 
menyelesaikan terjadinya sengketa.
11
 Kreditur hanya berani memberikan gadai 
kepada seseorang yang telah dikenalnya saja. Bukan sembarang orang yang tidak 
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dia kenal dia berikan gadai tersebut. Walaupun kreditur telah mengenal orangnya 
sebelumnya, kreditur juga melihat dari sisi lainnya apakah debitur dapat dipercaya 
dapat memenuhi kewajibannya nanti saat kesepakatan sudah terjadi. Selain itu 
kreditur juga harus memastikan bahwa dia mengetahui sifat debitur dan tempat 
tinggalnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
12
 
Perlindungan hukumnya sendiri memang sangat minim, tetapi kreditur 
selalu mengusahakan untuk mencari jalan keluar sebaiknya bagaimana untuk 
semua pihak, baik pihak kreditur, debitur. Agar tidak terjadi pertengkaran atau 
keributan yang pastinya tidak diinginkan oleh semua pihak yang terkait. Terutama 
dalam perjanjian non kontraktual tersebut, apabila terjadi kejanggalan atau 
masalah untuk perlindungan hukumnya lebih baik mengedepankan penyelesaian 
pada kekeluargaan, dimana pihak yang terkait diajak bernegoisasi atas masalah 
yang terjadi itu. Apabila dengan tahap negoisasi belum juga menemui jalan 
keluarnya maka akan dilakukan musyawarah bersama.
13
  
Perlindungan hukum prefentif, dengan adanya suatu jaminan maka 
masing-masing pihak dapat terlindungi. Tetapi apabila pihak debitur tidak dapat 
melunasi kewajibannya untuk membayar pelunasan gadai beserta bunganya 
sampai dengan jangka waktu yang telah disetujui ke dua belah pihak tersebut, 
maka kreditur berhak menjual jaminan gadainya itu (sepeda motor) untuk 












Perlindungan hukum represif, Bagi pihak debitur sebagai bentuk 
perlindungan hukumnya apabila barang yang digadaikan kepada kreditur terjadi 
kerusakan besar maupun kecil, debitur dapat menuntut ganti rugi kepada pihak 
kreditur atas benda jaminan yang diberikan kepada kreditur bagi pihak debitur 
sebagai bentuk perlindungan hukumnya apabila barang yang digadaikan kepada 
kreditur terjadi kerusakan besar maupun kecil, debitur dapat menuntut ganti rugi 
kepada pihak kreditur atas benda jaminan yang diberikan kepada kreditur. Bagi 
pihak debitur sebagai bentuk perlindungan hukumnya apabila barang yang 
digadaikan kepada kreditur terjadi kerusakan besar maupun kecil atau 
mengakibatkan merosotnya nilai jualnya, debitur dapat menuntut ganti rugi 
kepada pihak kreditur atas benda jaminan yang diberikan kepada kreditur.
15
 
Setelah debitur melunasi semua uang gadai beserta bunga-bunganya, maka 
kreditur berhak menyerahkan kembali benda jaminan (sepeda motor) kepada 
debitur dengan utuh seperti awal saat debitur memberikannya kepada kreditur. 
Karena perlindungan hukum perjanjian non konraktual di Desa Mantung, 
Sukoharjo yang sangat minim, maka dari itu dengan adanya suatu jaminan, 
merupakan salah satu wujud perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan perjanjian 
hutang piutang non kontraktual dengan jaminan gadai ini menguntungkan salah 
satu pihak saja yaitu kreditur dimana jaminan ini dapat menjamin dalam 
pelunasan hutang si debitur. 
Dalam perjanjian non kontraktual untuk membuktikan bahwa perjanjian 
tersebut telah dilakukan memang susah, oleh karena itu pembuktian dalam arti 
yuridis ini hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa atau yang memperoleh 





hak dari mereka, maka pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran 
yang mutlak, sebab kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau surat itu palsu atau 




Problematika Apa Yang Timbul Dari Perjanjian Hutang-Piutang Non 
Kontraktual dengan Jaminan Gadai 
 
Bahwa ketika suatu perjanjian tidak terdapat adanya suatu kontrak yang 
tertulis, maka kemungkinan besar suatu masalah itu akan terjadi, seperti halnya 
yang kreditur lakukan sendiri. Ketika ada seorang debitur yang membutuhkan 
tambahan dana/modal untuk keperluan hidupnya dan kemudian dia menggadaikan 
sepeda motornya kepada kreditur, saat itulah benda jaminan (sepeda motor) 
otomatis akan menetap atau dibawa oleh pihak kreditur. Dengan adanya benda 
jaminan tersebut, Ageng merasa leluasa untuk seakan-akan bahwa benda jaminan 
tersebut merupakan miliknya sementara. 
Semula benda jaminan gadai yang diperoleh Ageng itu hanya 
diletakkannya di garasi rumahnya. Karena lumayan banyak yang menggadaikan 
sepeda motor kepadanya, maka Ageng pun mulai kebingungan untuk meletakkan 
benda jaminan gadai apabila garasi rumahnya yang untuk meletakkan sepeda 
motor tersebut sudah penuh. Karena keadaan tersebut Ageng pun berfikir untuk 
menyewakan benda jaminan tersebut agar apabila mendapatkan permintaan gadai 
lagi, dia dapat menerima dan dapat meletakkan di garasi rumahnya. Selain itu juga 
dari pada benda jaminan tersebut hanya diam sebagai objek jaminan, maka Ageng 
                                                          
16
Gatot Supramono, Op.cit. Hal.154. 
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pun berfikir lebih baik disewakan agar mendapat tambahan pemasukan uang 
baginya.  
Terkadang rasa takut dalam memberikan sewa kepada orang lain itu ada 
dalam dirinya. Takut akan sepeda motor debitur yang disewakan kepada orang 
lain itu rusak, atau lebih parahnya hilang saat disewakan. Semua kemungkinan itu 
bisa saja terjadi, tetapi adanya dorongan untuk mendapatkan uang lebih, Ageng 
pun memberanikan diri untuk terus menjalankan sewa tersebut.
17
 Padahal telah 
diatur di dalam Pasal 1152 ayat 4 KUH Perdata menyatakan: 
“Hak tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas 
dengan barang gadainya, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada 
si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan 
tak mengurangi hak si yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk 
menuntutnya kembali.” 
Dari penjelasan pasal tersebut sangatlah jelas bahwa apabila pihak kreditur 
menggunakan barang jaminan yang telah dijaminkan debitur kepadanya, apabila 
terjadi suatu kerusakan, ataupun mungkin barang jaminan itu hilang, maka pihak 
kreditur haruslah bertanggungjawab atas hilangnya barang tersebut. Seperti yang 
telah diatur dalam Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: “Si 
berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan 
barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.”  
Perjanjian hutang piutang non kontraktual memang sangatlah perlu 
dilakukan dengan sangart hati-hati, karena dalam perjanjian ini untuk 
membuktikan telah adanya perjanjian di antara kedua belah pihak sangatlah sulit. 
Meskipun demikian, perjanjian non kontraktual tetaplah sah apabila kedua belah 
pihak sepakat untuk membuat perjanjian. 







Pertama, perjanjian hutang-piutang dengan jaminan gadai antara Ageng 
selaku kreditur dengan masyarakat di Desa Mantung Sukoharjo, Jawa Tengah, 
yang dilakukan secara lisan (non kontraktual) tersebut sah menurut hukum, bahwa 
perjanjian secara lisan diperbolehkan asal dilakukannya dengan iktikad baik. 
Dimana telah diatur di dalam Pasal 1338 Jo 1320 dan Pasal 1150 KUHPerdata. 
Dalam Pasal tersebut tidak mengharuskan perjanjian harus dibuat secara tertulis. 
Kedua, dalam hal perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan 
perjanjian hutang-piutang secara lisan (non kontraktual) di Desa Mantung, 
Sukoharjo, Jawa Tengah, perlindungan hukum yang prefentif bertujuan untuk 
mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan represif bertujuan untuk 
menyelesaikan terjadinya sengketa. Dan apabila disalah satu pihak melakukan 




Pertama, dalam suatu perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis 
(kontrak) serta ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian 
apabila perlu disaksikan oleh orang lain. Apabila kelak dikemudian hari terdapat 
salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka mudahlah untuk 
membuktikan di dalam persidangan.  
Kedua, supaya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum 
maka para pihak harus sangat berhati-hati dan harus mempertimbangkan dengan 
sangat matang dalam perjanjian hutang-piutang dengan jaminan gadai. Apabila 
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ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, alangkah baiknya diselesaikan 
secara kekeluargaan, mediasi ataupun melalui pengadilan tanpa harus ada 
kekerasan di antara kedua belah pihak. 
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